
 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  7  TAHUN 2013    

TENTANG 

PENGESAHAN   ASEAN   PETROLEUM   SECURITY   AGREEMENT  

(PERSETUJUAN KETAHANAN MINYAK DAN GAS BUMI ASEAN) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa di Cha-am, Thailand, pada tanggal 1 Maret 2009 

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN 

Petroleum Security Agreement (Persetujuan Ketahanan Minyak 

dan Gas Bumi ASEAN), sebagai hasil perundingan para delegasi 

Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 

Tenggara (ASEAN);   

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan 

Peraturan Presiden; 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4012); 

  3.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4152); 

  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1986 tentang Pengesahan 

Agreement on ASEAN Energy Cooperation (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 57); 

 

5.  Keputusan . . . 
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-     2     - 

 

 

 

  5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1995 tentang Pengesahan 

Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 81); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN 

PETROLEUM SECURITY AGREEMENT (PERSETUJUAN KETAHANAN 

MINYAK DAN GAS BUMI ASEAN). 

Pasal 1 

 Mengesahkan ASEAN Petroleum Security Agreement (Persetujuan 

Ketahanan Minyak dan Gas Bumi ASEAN) yang telah 

ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 

Maret 2009 di Cha-am, Thailand yang naskah aslinya dalam 

Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia 

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. 

 

Pasal 2 

  Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan 

Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam 

Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku 

adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris. 

 

Pasal 3 

  Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

Agar . . . 
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  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-

dangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

    Ditetapkan di Jakarta 

    pada tanggal 10 Januari 2013 

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

   

 
    DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

 REPUBLIK INDONESIA, 

     

 
       AMIR SYAMSUDIN 
 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 15 
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LAMPIRAN 
MEKANISME UNTUK PELAKSANAAN 

TINDAKAN TANGGAP DARURAT YANG TERKOORDINASI 
 

PENDAHULUAN 
 
Tindakan Tanggap Darurat Terkoordinasi (CERM) dengan ini dibentuk 
berdasarkan Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi ASEAN 
(APSA) sebagai kerangka kerja untuk konsultasi dan koordinasi 
regional. 
 
Dokumen ini memberikan rincian pelaksanaan CERM untuk membantu 
secara efektif Negara Anggota ASEAN dalam keadaan darurat 
(Distress), dengan jumlah keseluruhannya sebesar sepuluh persen 
(10%) dari Kebutuhan Domestik Normalnya.  
 
Dalam memahami perbedaan dalam struktur pasokan minyak dan 
politik, dan keterlibatan industri perminyakan di Negara Anggota 
ASEAN, bantuan yang diberikan dibawah CERM wajib didasarkan 
pada asas sukarela dan berbasis komersial. 
 
Mekanisme untuk pelaksanaan CERM terdiri dari tiga (3) bagian 
sebagai berikut: 

Bagian 1 memperkenalkan CERM dan organisasi dari 
manajemen CERM; 

Bagian 2 menjelaskan Mekanisme Penggerak CERM; dan 
Bagian 3 menjelaskan prosedur dan operasi untuk 

melakukan aktivasi dan deaktivasi CERM. 
 
 

BAGIAN 1 
IKHTISAR CERM 

 
1.1 Pendahuluan 

Prosedur yang dijelaskan di bawah Mekanisme CERM telah 
dibuat untuk memfasilitasi aktivasi/deaktivasi tindakan darurat 
dalam membantu Negara Anggota ASEAN dalam keadaan 
darurat (Distress) dan mendukung kerja sama yang erat 
diantara Negara-Negara Anggota ASEAN dan industri minyak 
dan gas bumi. 
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1.2 Organisasi Manajemen CERM 
Badan operasional yang terlibat dan hubungan fungsionalnya 
seperti yang terlihat pada diagram berikut: 
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Fungsi dan tanggungjawab dari badan operasional yang terlihat pada 
diagram dijelaskan sebagai berikut: 
 
Dewan Pengatur Badan pembuat kebijakan utama dan terdiri 

dari satu atau lebih Menteri atau perwakilannya 
yang ditunjuk dari setiap Negara Anggota 
ASEAN. 
Ketika terdapat laporan dari suatu Negara 
Anggota ASEAN dalam keadaan darurat 
berupa kelangkaan kritis disebabkan oleh 
situasi darurat, Dewan Pengatur wajib bertemu 
segera untuk mempertimbangkan tindakan apa 
yang harus diambil. 

Komite 
Ketatalaksanaan 

Wajib terdiri dari satu atau lebih pejabat senior 
Pemerintah dari setiap Negara Anggota 
ASEAN. 
Wajib melaksanakan fungsi yang ditugaskan 
oleh Dewan Pengatur kepadanya; membuat 
dan memeriksa proposal kepada Dewan 
Pengatur mengenai  hal yang terkait dengan 
CERM. 

Sekretariat ASCOPE  Wajib bertanggungjawab untuk pengumpulan 
data dan analisa, berhubungan dengan badan-
badan operasional lainnya dan 
pengkoordinasian/pemonitoran CERM. 
Mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan 
untuk mengaktifkan CERM seperti yang 
ditetapkan dalam bagian 3. 

Badan Koordinasi Badan Koordinasi wajib menjadi Badan 
Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 
Energi atau yang ditunjuk oleh Pemerintah. 
Struktur Badan Koordinasi dari setiap Negara 
Anggota ASEAN akan berbeda satu sama lain, 
mencerminkan perbedaan struktur pasokan 
minyak dan politik serta dapat memiliki 
keterlibatan yang berbeda-beda dari bagian 
industri perminyakan. 
Badan Koordinasi dari Tiap Negara Anggota 
ASEAN bertindak sebagai penghubung 
dengan Sekretariat ASCOPE dan Badan 
Pelaksana dalam situasi darurat. 

Kelompok Penasehat 
Industri (IAG) 

Kelompok Penasehat Industri (Industry 
Advisory Group) wajib terdiri dari Anggota 
Senior dari Perusahaan Minyak setiap Negara 

   

http://www.bphn.go.id/



Terjemahan Tidak Resmi 
Rev-251110 

 4

Anggota ASEAN dan harus siap untuk 
konsultasi mengenai isu respon darurat. 
Kelompok Penasehat Industri wajib 
memberikan saran mengenai pelaksanaan 
praktis dari tindakan darurat. 

Badan Pelaksana Badan Pelaksana adalah Perusahaan-
Perusahaan Minyak yang berpartisipasi dalam 
pelaksanaan CERM. 

 
 
Dewan Pengatur dan Komite Ketatalaksanaan wajib mencapai 
kesepakatan dalam segala hal secara mufakat. Mufakat berarti 
kesepakatan yang dicapai ketika semua anggota setuju untuk 
menyatakan kedudukan bersama mengenai suatu persoalan. 
 

BAGIAN 2 
MEKANISME PENGGERAK 

 
Mekanisme Penggerak berisikan sebagai berikut:  

 
2.1 Pertimbangan Penggerak 

Negara Anggota ASEAN dalam Keadaan Darurat (Distress), 
setelah mengalami kekurangan sedikitnya sepuluh persen 
(10%) dari Kebutuhan Normal Domestik Negara Anggota 
ASEAN selama suatu periode sedikitnya 30 hari berturut-turut 
dan telah menerapkan tindakan jangka pendek untuk 
mengurangi permintaan dari Kebutuhan Domestik Normal 
Negara Anggota ASEAN berdasarkan usaha yang terbaik, dapat 
melaporkan ke Sekretariat ASCOPE mengenai Keadaan 
Darurat Negara Anggota ASEAN dan meminta bantuan dibawah 
CERM. 

 
2.2 Temuan 

Kapanpun pertimbangan penggerak menyatakan Keadaan 
Darurat dihadapi oleh suatu Negara Anggota ASEAN, 
Sekretariat ASCOPE wajib membuat suatu temuan dan 
menyerahkan laporannya kepada Dewan Pengatur melalui 
Komite Ketatalaksanaan untuk pertimbangan dan persetujuan 
aktivasi CERM. 

 
2.3 Pelaksanaan 

Dengan persetujuan oleh Dewan Pengatur, Sekretariat 
ASCOPE wajib menginformasikan kepada Badan Koordinasi 
dari setiap Negara Anggota ASEAN mengenai keputusan 
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Dewan Pengatur dan meminta bantuan sukarela di bawah 
CERM. 

 
2.4 Syarat dan Ketentuan mengenai Bantuan 

Semua Negara Anggota ASEAN, dengan dipengaruhi oleh 
kebutuhan domestik, kewajiban kontrak, kemampuan dan 
sumber dayanya, wajib berusaha untuk menyediakan minyak 
dan gas bumi kepada Negara Anggota ASEAN yang dalam 
keadaan darurat yang keseluruhannya berjumlah sepuluh 
persen (10%) dari Kebutuhan Domestik Normal Negara Anggota 
ASEAN dalam keadaan darurat dimaksud. 
Bantuan yang diberikan wajib didasarkan pada asas sukarela 
dan berbasis komersial, dengan syarat dan ketentuan yang 
akan dirundingkan di antara para pihak yang layak dalam 
semangat tolong-menolong dan tanpa mengambil keuntungan 
yang tidak sepantasnya oleh Negara Anggota ASEAN terkait. 
Apabila bantuan yang diberikan menyebabkan kesukaran bagi 
Negara Anggota ASEAN yang memberikan bantuan secara 
sukarela, maka Negara Anggota ASEAN manapun yang 
memberikan bantuan di bawah CERM dapat mengakhiri 
bantuan yang diberikannya pada setiap saat sebelum masa 
pertolongan atau keadaan darurat berakhir. 
 

2.5 Pemantauan 
Setelah melakukan aktivasi CERM, Sekretariat ASCOPE akan 
terus-menerus memantau situasi untuk menunjukkan apakah 
keadaan daruratnya telah berubah. Hal ini akan memungkinkan 
Sekretariat ASCOPE untuk meyakinkan apakah keputusan 
deaktivasi wajib dibuat. 

 
BAGIAN 3 

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN 
 

Negara Anggota ASEAN dalam Keadaan Darurat melapor 
kepada Sekretariat ASCOPE mengenai Keadaan Daruratnya 
dan meminta bantuan di bawah CERM. Prosedur untuk 
aktivasi/deaktivasi wajib dilaksanakan sebagai berikut: 
 
A. Aktivasi 
Tahap 1 Sekretariat ASCOPE membuat temuan 

berdasarkan pada penilaiannya sendiri yang 
berasal dari berbagai sumber informasi meliputi 
data perminyakan ASEAN, informasi langsung dari 
perusahaan-perusahaan minyak dan jalur 
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diplomatik, dan konsultasi dengan pemerintah dan 
industri di sektor  minyak dan gas bumi, untuk 
membuktikan keadaan tersebut dan menyerahkan 
laporan kepada Dewan Pengatur melalui Komite 
Ketatalaksanaan untuk pertimbangan dan 
persetujuan dalam waktu 48 jam sejak waktu 
penerimaan permintaan.  

Tahap 2 Sekretariat ASCOPE wajib meminta Komite 
Ketatalaksanaan untuk mengadakan pertemuan 
dalam waktu 48 jam untuk meninjau kembali data 
yang telah terkumpul dan informasi yang telah 
tersedia. Dengan berdasarkan pada informasi 
yang telah tersedia, Komite Ketatalaksanaan wajib 
melaporkan kepada Dewan Pengatur dalam waktu 
48 jam berikutnya mengenai apakah terjadi 
Keadaan Darurat dan menganjurkan persetujuan 
untuk melakukan aktivasi CERM. 

Tahap 3 Dewan Pengatur wajib bertemu dalam waktu 48 
jam setelah penerimaan laporan dan proposal dari 
Komite Ketatalaksanaan. Dewan Pengatur wajib 
meninjau kembali penemuan dari Sekretariat 
ASCOPE dan/atau laporan dari Komite 
Ketatalaksanaan dan wajib, dalam waktu 48 jam 
berikutnya, mempertimbangkan dan memutuskan 
apakah akan menegaskan bahwa Keadaan 
Darurat telah terjadi dan melakukan aktivasi 
CERM. 

Tahap 4 Sekretariat ASCOPE akan segera 
menginformasikan kepada Badan Koordinasi dari 
setiap Negara Anggota mengenai keputusan dan 
permohonan bantuan dari Dewan Pengatur, 
berdasarkan asas sukarela dan berbasis 
komersial, kepada Negara Anggota ASEAN dalam 
Keadaan Darurat  (Distress). 

Tahap 5 Badan Koordinasi wajib menginformasikan kepada 
Sekretariat ASCOPE mengenai kesiapannya untuk  
memberikan bantuan secara sukarela dan 
berbasis komersial kepada Negara Anggota 
ASEAN dalam Keadaan Darurat (Distress) di 
bawah CERM. 

 Bantuan tersebut wajib diberikan oleh Badan 
Pelaksana sesegera mungkin dengan berbasis 
komersial, dengan syarat dan ketentuan yang 
akan dirundingkan di antara para pihak yang layak 
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dalam semangat tolong-menolong dan tanpa 
mengambil keuntungan yang tidak sepantasnya 
oleh Negara Anggota ASEAN terkait. 

Tahap 6 Sekretariat ASCOPE mengkoordinasi dan 
memonitor pelaksanaan CERM. 

 
 
B. Deaktivasi 
Tahap 1 Sekretariat ASCOPE wajib memonitor situasi di 

Negara Anggota ASEAN dalam Keadaan Darurat 
(Distress), dan penemuan bahwa situasi 
Kelangkaan Kritis telah berakhir, serta wajib 
memberikan laporan kepada Komite 
Ketatalaksanaan dalam waktu 48 jam setelah 
penemuan tersebut. 

Tahap 2 Dalam waktu 48 jam sejak pelaporan mengenai 
penemuan tersebut dari Sekretariat ASCOPE, 
Komite Ketatalaksanaan wajib bertemu untuk 
meninjau kembali data yang telah terkumpul dan 
informasi yang telah tersedia serta wajib 
melaporkan situasi kepada Dewan Pengatur 
dalam waktu  48 jam berikutnya. 

Tahap 3 Dalam waktu 48 jam sejak penerimaan laporan 
dari Komite Ketatalaksanaan, Dewan Pengatur 
wajib bertemu untuk meninjau kembali penemuan 
dari Sekretariat ASCOPE dengan 
mempertimbangkan laporan dari Komite 
Ketatalaksanaan. Dewan Pengatur wajib 
mempertimbangkan dan memutuskan apakah 
akan menegaskan bahwa Keadaan Darurat telah 
berakhir dan melakukan deaktivasi CERM. 

 
Kelompok Penasehat Industri dapat diundang berdasarkan 
kebutuhan akan prosedur aktivasi dan deaktivasi.  
 
 

oOo 
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